
LAPORAN
FORUM
KONSULTASI
PUBLIK
2025



1 
  

 

DAFTAR ISI 

Halaman Sampul 

Daftar Isi 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang…………………………………………………………. 

2. Tujuan dan Manfaat…………………………………………………… 

3. Ruang Lingkup…………………………………………………………. 

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan…………………………………….. 

2. Penyelenggara dan Peserta FKP…………………………………….. 

3. Metode Pelaksanaan FKP…………………………………………….. 

4. Susunan Acara FKP…………………………………………………… 

C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

1. Identifikasi Masalah……………………………………………………. 

2. Analisis………………………………………………………………….. 

3. Rencana Aksi…………………………………………………………… 

D. PENUTUP…………………………………………………………………… 

LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani…………………………….. 

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir……………………………………………... 

LAMPIRAN III Surat Undangan…………………………………………………. 

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan………………………………………… 

LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya……………….   

 

 

 

2 

3 

3 

 

4 

4 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

13 

16 

18 

21 

  

 

 

  



2 
  

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. 

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan 

masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). 

Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog 

yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun 

beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan 

kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan 

kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat 

mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara 

pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.  

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara 

pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan 

masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan 

hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, 

serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan 

diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, 

mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan 

memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, 

penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan 

menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir 

dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, 

FKP penting untuk diselenggarakan pada Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi 

Produk Hewan. 

 

 

 

 

 



3 
  

2. Tujuan dan Manfaat 

 Tujuan dilaksanakannya kegiatan FKP ini adalah: 

a. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan, memberikan 

masukan dan saran kepada BPMSPH atas layana yang diterima selaku pengguna 

layanan. 

b. Memperoleh pemahaman yang sama dan solusi atas permasalahan yang ada 

anatara lain terkait penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang diterapkan 

oleh BPMSPH, sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam peningkatan 

kualitas pelayanan publik. 

Adapun manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah: 

a. Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan (BPMSPH) sehingga dapat 

menimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik/pengguna layanan. 

b. Bagi BPMSPH: 

- Sarana mengajak dan mendidik publik 

- Mendapatkan masukan/saran dari masyarakat/public berkaitan dengan 

Standar Pelayanan yang disusun untuk kemudahan dan kelancaran 

pelaksanaanya 

- Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas 

kebijakan yang diterapkan  

c. Bagi publik/pemangku kepentingan: 

- Ruang partisipasi masyarakat 

- Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijkan yang diterapkan 

- Memperoleh kepastian pelayanan melalui pengawasan yang dilakukan 

- Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan peneyelenggara 

-  Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

  

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi: 

a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik 

b. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik 

c. Pemberian penghargaan kepada customer 
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B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

a. Waktu Penyelenggaraan 

Hari : Kamis 

Tanggal : 15 Mei 2025 

b. Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan dilaksanaakan secara luring dan daring melalui aplikasi zoom 

meeting di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan di Bogor 

  

2. Penyelenggara dan Peserta FKP 

a. Penyelenggara 

Forum konsultasi publik diselenggarakan oleh Balai Pengujian Mutu dan 

Sertifikasi Produk Hewan 

b. Peserta FKP 

Peserta yang hadir meliputi akademisi/dosen, mahasiswa/pelajar, Dinas 

Peternakan Kota Bogor, UPT Kementerian Pertanian, privat sector /Unit 

Usaha swasta dan masyarakat. Jumlah peserta hadir sebanyak 80 peserta. 

 

3. Metode Pelaksanaan FKP 

Pelaksanaan FKP dilakukan luring di Gedung Bimbingan Teknis BPMSPH Jl. 

Pemuda 29 A Kota Bogor dan disediakan daring memalui aplikasi zoom meeting 

apabila pengguna jasa berhalangan hadir secara langsung. 

4. Susunan Acara FKP 

Tanggal Jam Uraian Narasumber 
Pendamping/ 
Moderator 

15 Mei 
2025 

08.30 – 08.45 Registrasi Panitia   

08.45 - 09.00 

Undangan dan peserta 
masuk ruang zoom 
1. Video profil 
2. Video pelayanan 

Panitia   

09.00 - 09.15 

Pembukaan MC   

Pembacaan Doa Panitia   

Menyanyikan Lagu 
Indonesia raya 

Panitia   

  09.15 – 
09.30 

Sambutan dan Arahan 
Dirkesmavet 

Dirkesmavet Panitia 
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Penghargaan 
Customer 

  

09.30 - 10.00 Arahan SPP BPMSPH Ka BPMSPH 

 
 Katim 
Pengembangan 
Metode dan  
Sertifikasi  

10.00 - 10.45 

Materi Menuju 
pelayanan publik 
berbasis human 
centered 

KemenPAN RB 

10.45 – 11.30 
Materi Pelayanan 
Publik 

ORI 

11.30 - 12.00 
Sosialisasi “Spill B” dan 
PPID  

Ka Subbag TU 
dan Katim 
penyiapan 
sampel  dan 
Informasi 

12.00 - 12.30 
Diskusi dan tanya 
jawab 

  
Subkoordinator 
penyiapan 
sampel 

12.30 - 13.00 
Pembacaan Berita 
Acara Forum 
Konsultasi Publik 

Katim penyiapan 
sampel dan 
Informasi 

Panitia 

13.00 - 
Selesai 

Penutup dan ramah 
tamah 

Panitia Panitia 
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C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

 

Kegiatan forum konsultasi publik dihadiri oleh Direktur Kesehatan Masyarakat 

Veteriner dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Monitoring dan pengawasan 

produk hewan Drh. Ira Virgorita menyampaikan sambutan dan arahan 

berkenaan  Peranan BPMSPH sebagai laboratorium rujukan rasional maka 

pelayanan publik sangat penting bukan hanya memberikan ketepatan namun juga 

harus mampu memberikan pelayanan prima serta kecepatan dan ketepatan untuk 

hasil pengujian. Dan tentu saja harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Maka sangat penting bagi kita semua untuk memahami prosedur 

standar dan manfaat dari layanan ini. Dalam kesempatan ini dapat memberikan 

kontribusi masukan secara kritis, saran dan kritik yang membangun untuk menjadi 

bahan peningkatan pelayanan. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat yang 

nyata nantinya bagi kualitas pelayanan yang pada akhirnya juga dapat 

mendukung ketahanan dan kesehatan kesehatan masyarakat di Indonesia. 

Penghargaan Loyal Customer Award juga diberikan dalam acara ini untuk 

memberikan apresiasi pada penguna jasa BPMSPH. Peringkat 1 diraih oleh PT. 

Gizindo Sejahtera Jaya Unit Eggstation dengan Kategori jumlah PNBP dan 

sampel uji terbanyak dengan  pengujian keamanan dan mutu produk hewan 

sebanyak 1473. Peringkat 2 oleh Pt. Charoen Pokphand Indonesia Food Div - 

Cikande Serang dengan Kategori jumlah PNBP terbanyak Kedua 

dengan pengujian keamanan dan mutu produk hewan sebanyak 1192. 

Sedangakan Peringkat 3 diraih oleh Balai Besar Karantina Hewan, Ikan Dan 

Tumbuhan Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan Peringkat 4 PT Ciomas 

Adisatwa Unit Parung serta peringkat 5 PT Saraswanti Indo Genetech. Acara 

selanjutnya penyampaian Materi Standar Pelayanan Publik oleh Kepala Balai 

menyampaikan bahwa BPMSPH merupakan salah satu UPT Ditjen PKH di bawah 

pembinaan Direktorat Kesmavet yang memiliki tugas pemeriksaan keamanan dan 

pengujian mutu produk hewan. Kami merupakan Unit pelaksana teknis rujukan 

kemanan mutu produk hewan. BPMSPH sudah terakreditasi : SNI ISO/IEC 

17025:2017, ISO 17043:2023 sebagai provider uji profisiensi, SNI ISO/IEC 

9001:2015, SNI ISO/IEC 37001:2016, SNI ISO/IEC 45001:2018. Yang sedang 

berproses saat ini adalah SNI ISO/IEC 17034:2016  sebagai penyedia bahan 

acuan dan standar dan SNI ISO/IEC 17065:2012 sebagai lembaga sertifikasi 



7 
  

produk. Terdapat layanan penerimaan sampel di luar jam kerja tetapi proses 

administrasi tetap dilakukan pada jam kerja. 

 Jenis layanan publik BPMSPH : 

1. Pengujian mutu dan keamanan produk hewan 

2. Uji profisiensi 

3. Pembinaan dan bimbingan teknis 

4. Layanan pendukung : konsultasi, magang, sewa fasilitas dan akses, ppid 

Survei kepuasan masyarakat tahun 2020-2024 mengalami peningkatan mencapai 

3.67. Penurunan nilai di tahun 2022 disebabkan Indonesia sedang mengalami wabah 

PMK, komunikasi publik tidak bisa kami jangkau seluruhnya, ada beberapa penilaian 

negatif. Pengujian sampel aktif dan pasif mengalami peningkatan dari tahun 2020-

2024. Surveilans makin turun. Semakin banyak sampel pasif yang diterima, sehingga 

kami makin mengefisienkan kegiatan sampel aktif BPMSPH. Survei Kepuasan 

Masyarakat : yang berada di poin paling rendah yaitu kegelisahan pengguna jasa 

terkait standar tarif uji BPMSPH. Tarif uji BPMSPH hanya bisa diterbitkan oleh 

Kementerian Keuangan melalui Permenkeu No 85 th 2023 yang merupakan standar 

yang tidak dapat diubah. 

 BPMSPH bekerjasama dengan balai pelatihan BBPKH Cinagara untuk 

melakukan pelatihan. Pelatihan dilakukan oleh BPMSPH, sedangkan sertifikasi 

oleh BBPKH Cinagara. 

 Konsultasi : Diberlakukan SOP untuk memberikan respon 2 hari dalam 

memberikan keputusan BPMSPH berwenang atau tidak dalam menyampaikan 

informasi. 

 Pelayanan publik menjadi hal yang utama dalam penilaian kinerja BPMSPH.  

 Uji profisiensi (uji skrining residu antibiotik, formalin dan boraks) rencananya 

akan dilaksanakan pada 1 September 2025, pendaftaran dimulai 26 Juni-3 Juli 

2025. 

 Skema kompensasi pelayanan : Tidak berlaku untuk layanan yang dilakukan 

adendum.  

 Apabila terdapat perubahan prosedur tanpa pemberitahuan bisa dilakukan 

komplain kepada BPMSPH. 

 Bahan uji tidak selalu ready stok sehingga tidak bisa diprediksi. Sudah 

dilakukan mitigasi namun kondisi seperti ini akan selalu muncul. Namun, 

BPMSPH sudah melakukan upaya perbaikan dalam hal pengadaan. 

 BPMSPH Membuka kesempatan bagi pengguna jasa untuk unjuk pengujian. 
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 Pengembangan layanan BPMSPH : 

1. Memperluas ruang lingkup uji profisisensi : E. coli, Salmonella dan AST 

2. Kerjasama dengan balai sdm pertanian, berupa teaching laboratory 

fasilitas untuk pelatihan terkait pengujian saja 

3. Membuka peluang gedung bimtek untuk masyarakat umum 

4. Penyediaan bahan acuan  

5. Memproduksi buku pedoman pengujian sederhana  

6. Fasilitas biorepository (bank isolat nasional) 

 

Penyampaian Materi Asisten Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN RB (Insan 

Fahmi, S.T., M.M.) 

 Tema : Menuju pelayanan publik berbasis human centered 

 Konsep yang sedang kami bangun yaitu berbasis pada human centered 

menyesuaikan kepada kebutuhan manusia selama hidupnya 

 Siapapun berhak mendapatkan pelayanan yang sama. 

 Konsep yang ingin dibangun dari institusional based menjadi human centerd 

based. 

 Dalam kesempatan ini, kami mendorong agar stake holder lebih aktif 

menyampaikan aspirasi untuk perbaikan layanan publik di BPMSPH. 

 Diharapkan terjalin komunikasi dua arah antara penyelenggara dan stake 

holder sehingga terbangun trust penyelenggara pelayanan publik dan stake 

holder. 

 Yang disampaikan Kepala Balai sudah mengarah pada konsep yang akan 

dibangun yaitu selain fokus pada stake holder tetapi juga sudah mengacu pada 

standar internasional untuk memperoleh kepuasan publik. Konsep sudah 

sejalan dengan yang dibangun KemenPAN RB. 

 Kami membangun pengembangan teknologi : sistem informasi pelayanan 

publik, integrasi layanan, kanal-kanal. 

 Pengelolaan aduan melalui SP4N Lapor. Dalam setiap aduan yang 

disampaikan, identitas pelapor akan dirahasiakan. Aplikasi lapor tidak hanya 

untuk aduan namun juga untuk aspirasi. 

 Pelaksanaan FKP mengacu pada PermenPAN RB No 16 Tahun 2017. Forum 

konsultasi publik sebagai pilar pelayanan publik untuk mendorong kolaborasi 

antara pemerintah dan masyarakat. 

 Rekomendasi perbaikan layanan publik BPMSPH 
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1. Digitalisasi layanan pengujian dan sertifikasi 

2. Penyederhanaan prosedur 

3. Peningkatan kapasitas SDM teknis dan pelayanan 

 

IV. Penyampaian Materi dari OMBUDSMAN RI (Ahmad Fauzi) 

 Fungsi OMBUDSMAN adalah mengawasi penyelenggaranan pelayanan publik 

yang dilakukan penyelenggara negara dan pemerintah. 

 Core bussiness OMBUDSMAN menerima pengaduan masyarakat. 

Stakeholder diharapkan memberikan saran dan masukan untuk 

pengembangan pelayanan di BPMSPH agar semakin baik. 

 Ombudsman mengawasi agar inovasi layanan tidak melanggar aturan. 

 Kementerian Pertanian adalah kementerian yang paling baik kinerjanya di 

bawah pemerintahan Presiden Pak Prabowo untuk program pemerintah 

swasembada pangan. 

 Harapan sebagai mitra dapat sebebas-bebasnya menyampaikan aspirasi, 

untuk meningkatkan layanan publik BPMSPH. 

 

 

1. Identifikasi Masalah 

Kegiatan secara luring dan daring dihadiri oleh sekiar 88 pengguna jasa baik dari 

pelayanan pengujian, sewa bimtek, magang dan uji profisiesi. Dalam sesi diskusi 

disampaikan bahwa masukan atau tanggapan dan keluhan yang tidak 

terakomodir selama pelaksanaan FKP, dapat disampaikan melalui aplikasi 

Whatsapp customer service BPMSPH dan email yang telah disediakan oleh 

penanggungjawab FKP. Berdasarkan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi 

Publik yang dilakukan secara daring, diperoleh masukan, aspirasi bahkan keluhan 

yang disampaikan oleh pengguna layanan. Adapun masukan, aspirasi dan 

keluhan yang disampaikan oleh publik antara lain: 

a. Layanan untuk tarif khusus bagi disabilitas seperti adanya diskon tarif 

untuk mahasiswa atau pelajar 

b. Ada kebutuhan pengguna jasa terkait informasi kesimpulan hasil uji 

yang berhak diperoleh pengguna jasa. Mengenai hal ini akan 

didiskusikan lebih lanjut. Diberikan apresiasi terhadap upaya BPMSPH 

menyediakan layanan konsultasi hasil pengujian. 
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c. Sekolah vokasi sudah ada kesempatan kerjasama magang dengan 

BPMSPH. Kalau mahasiswa sedang melakukan skripsi dan 

membutuhkan pengujian yang tidak bisa dilakukan di kampus apakah 

bisa dilakukan di BPMSPH. Dan apakah bisa mahasiswa diijinkan ikut 

mengamati proses pengujian dan besaran Tarif pengujian khusus untuk 

mahasiswa apakah ada syarat ketentuan tertentu. 

d.  Pengujian melalui visual pada kedatangan daging, bagaimana cara 

memastikan daging sapi merupakan daging sapi pedaging dan bukan 

daging sapi perah. Pengujian genomik untuk membedakan daging sapi 

dan daging ayam dan Standar berasal dari customer. 

e. interpretasi hasil uji tidak sekedar melihat hasil dari lab namun kami 

harus menerangkan kembali hasil tersebut kepada pimpinan dan akan 

digunakan sebagai bahan seminar. 

f. Waktu pelayanan dipersingkat tanpa mengurangi akurasi hasil 

g. Sistem pelaksanaan dan dokumentasi pelayanan dilakukan secara 

digital 

h. Perluas layanan untuk menjangkau UMKM dan daerah tertinggal. 

Layanan tidak hanya untuk industri besar, tetapi juga UMKM, 

Peternakan, Koperasi Susu, dan kelompok  ternak di daerah tertinggal. 

i. Layanan jemput bola dan jaringan edukasi mutu produk hewan terus 

diperkuat. 

j. Dalam hal integritas dan akuntabilitas saya ingin menegaskan komitmen 

kita bersama seluruh layanan di Ditjen PKH termasuk BPMSPH harus 

terbebas dari suap, pungli dan gratifikasi. Integritas bukan hanya slogan 

namun nafas dalam setiap Tindakan kita. Oleh karena itu seluruh jajaran 

Ditjen PKH harus menjadi teladan dan setiap system pelayanan harus 

dirancang untuk mencegah penyimpangan dan Tindakan melanggar 

hukum. 

k. Jadikan forum ini sebagai siklus pembelajaran. Untuk itu seluruh 

masukan perlu ditampung secara sistematis dibuatkan action plan 

perbaikan dan diumumkan kepada publik sehingga masyarakat percaya 

suaranya berdampak. 

l. Sebagai laboratorium terakreditasi nasional dan rujukan nasional 

BPMSPH harus terus menguatkan peran, kolaborasi lintas sektor dan 
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dukungan terhadap kebijakan ekspor impor produk hewan yang 

berbasis risk assessment. 

m. Mari kita jadikan pelayanan publik bukan sebagai kewajiban birokrasi 

tetapi sebagai panggilan etis untuk melayani dengan ketulusan, keahlian 

dan kecepatan 

2. Analisis 

Penyelenggaraan pemerintahan dan  pelayanan publik yang menjadi tantangan bagi 

badan publik. Pemerintah menjadi tumpuan dalam melayani. Kita ketahui bahwa 

kesehatan masyarakat veteriner merupakan bagian penting dari sistem kesehatan 

nasional yang menjamin keamanan mutu dan kelayakan konsumsi produk asal 

hewan. Dalam konteks ini pengujian laboratorium yang akurat tepat dan terpercaya 

menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan yang berbasiskan kepada bukti-bukti 

ilmiah. Seiring juga dengan pelaksanaan kebijakan penjaminan keamanan produk 

hewan melalui sertifikasi nomor kontrol veteriner, persyaratan peredaran lalu lintas 

dan registrasi hewan yang merupakan amanah dari Undang-Undang 18 Tahun 2009 

junto Undang-Undang 41 Tahun 2014 dan PP No. 95 Tahun 2012. Peranan BPMSPH 

sebagai laboratorium rujukan rasional maka pelayanan publik sangat penting bukan 

hanya memberikan ketepatan namun juga harus mampu memberikan pelayanan 

prima serta kecepatan dan ketepatan untuk hasil pengujian. Dan tentu saja harus 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka sangat penting bagi 

kita semua untuk memahami prosedur standar dan manfaat dari layanan ini. Dalam 

kesempatan ini dapat memberikan kontribusi masukan secara kritis, saran dan kritik 

yang membangun untuk menjadi bahan peningkatan pelayanan. Semoga pertemuan 

ini memberikan manfaat yang nyata nantinya bagi kualitas pelayanan yang pada 

akhirnya juga dapat mendukung ketahanan dan kesehatan kesehatan masyarakat di 

Indonesia. Beberapa tanggapan yang disampaikan oleh perserta pada acara FKP 

diantaranya adalah; 

a. Berdasarkan PMK no 85 Tahun 2023 Tarif untuk disabilitas sama dengan tarif 

umum tidak ada dispensasi maupun potongan tarif seperti pada pelajar dan 

mahasiswa. 

b. Hasil uji sudah dibuat standar sesuai aplikasi yang dipakai secara standar 

nasional. Kami membuka jasa layanan konsultasi yaitu hallo BPMSPH yaitu 

pelayanan secara online untuk bisa komunikasi untuk menanyakan hal-hal 

detail terkait keamanan pangan BPMSPH.   
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c. Dalam SNI ISO/IEC 17025 diatur mengenai fasilitas unjuk pengujian sesuai 

permintaan customer untuk melihat langsung pengujian. Apabila mahasiswa 

magang/PKL biasanya  dilakukan briefing lab induction sebelum memulai 

proses magang, sedangkan untuk unjuk pengujian mungkin bisa dilakukan 

dengan syarat berlaku. Prosedur mengenai unjuk pengujian dapat didiskusikan 

lebih lanjut.Tarif uji menyesuaikan PMK No 85 Tahun 2023 untuk mahasiswa 

D3, D4 dan S1 dapat membayar 50% dari harga tertera. Persyaratan berupa 

penyataan bahwa pemohon merupakan mahasiswa. 

d.  Dari sisi pengujian lab BPMSPH yang sudah dilakukan untuk mengkonfirmasi 

spesies (sapi, kambing, domba, dll). Pengujian pembedaan untuk subspesies 

dilakukan pengujian lebih advanced, yang belum menjadi titik fokus BPMSPH. 

Bisa atau tidaknya pengujian dilakukan tergantung konsep pengembangan 

metode kami. Mandat BPMSPH hanya di keamanan pangan, kalau pengujian 

tersebut  mengarah untuk penelitian. Dunia food safety terus berkembang. 

BPMSPH sudah bisa melakukan pengujian tersebut, namun kami juga melihat 

pasar karena pengujian genomik ini biayanya mahal. Bisa dilakukan 

menggunakan teknologi sequencing. BPMSPH sudah memiliki peralatan 

namun pelaksanaan pengujian tergantung permintaan pasar ke depannya. 

e. BPMSPH sudah mampu untuk menguji mutu dan keamanan madu sesuai SNI 

Madu 8664 : 2018. Terkait pengujian Kloramfenikol biasanya dilakukan 

menggunakan HPLC, namun saat ini kami menggunakan LCMS/MS. Tarif uji 

sudah ada di leaflet. Ruang lingkup sampel yang diujikan adalah madu hutan, 

madu budidaya dan madu sengat. 

3. Rencana Aksi 

Rencana aksi yang akan dilakukan berdasarkan rekomendasi kegiatan tersebut 

adalah sebagai berikut; 

a. Agar BPMSPH menderaskan informasi terkait layanan layanan konsultasi 

hasil uji dan layanan pengujian komposisi madu  

b. Sosialisasi berkenaan dengan permohonan prosedur magang /penelitian 

dengan penderasan informasi terkait Aplikasi Spill B 

c. Penderasan Informasi terkait pengembangan metode berkenaan dengan 

pengujian madu yang telah dapat dilakukan oleh BPMSPH 
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D. PENUTUP 

Dengan telah terlaksananya kegiatan forum konsultasi publik pada tanggal 15 

Mei 2025 secara daring yang dihadiri oleh 88 peserta dari pengguna jasa  maka Balai 

pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan berkomitmen untuk :  

1) Segera menindaklanjuti hasil dari FKP. 

2) Dengan adanya FKP ini menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga 

akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. 

3) Rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat sebagai pedoman 

peningkatan layanan bagi penguna jasa BPMSPH seperti penyediaan layanan 

informasi terkait pengujian dan sarana konsultasi hasil uji bagi pengguna jasa 

BPMSPH 

 

 Bogor,   3 Juni 2025 

Kepala Balai 

 

 

 

 Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc 

NIP. 198103272006041001 
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LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani 
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LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir 
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LAMPIRAN III Surat Undangan 
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LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan 
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LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun 2024 
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